
 
 
 
 



2 
 

LAPORAN HASIL PENGAWASAN BIDANG 

TRIWULAN IV TAHUN 2025 

(Oktober - Desember 2025) 

 

 

 

OLEH 

TIM HAWASBID  

PENGADILAN AGAMA KUDUS 

2025 

 

 

 



3 
 

KATA PENGANTAR 

Puji syukur Alhamdulillah, akhirnya penyusunan laporan hasil pengawasan di 

Lingkungan Pengadilan Agama Kudus periode triwulan IV (Oktober – Desember 

2025) dapat terselesaikan. 

Pengawasan ini merupakan pelaksanaan dari salah satu tugas pokok dan 

fungsi peradilan dalam bidang pengawasan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam 

Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 

KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agutus 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan 

Pengawasan di Lingkungan Badan-badan Peradilan dan Surat Keputusan 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 145/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 29 

Agustus 2007 Tentang Pemberlakuan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan 

di Lingkungan Badan-badan Peradilan. 

Pengawasan diharapkan akan dapat memperkecil kemungkinan timbulnya 

hambatan atau dapat dilakukan tindakan perbaikan atas kekurangan atau kekeliruan 

yang terjadi. Pengawasan diharapkan pula dapat membantu melaksanakan 

kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan 

secara efisien dan efektif. 

 

 

Kudus, 31 Desember 2025 

Koordinator Pengawas Bidang 

Wakil Ketua PA.Kudus 

 

 

 

Rohayatun, S.H.I., M.H.        
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG PENGAWASAN 

Dalam menjalankan suatu organisasi, khususnya organisasi 

pemerintahan, manajemen memegang peranan sangat penting dalam mencapai 

tujuan yang diinginkan. Salah satu aspek manajemen yang ikut menentukan 

keberhasilan pencapaian tujuan adalah pengawasan. Betapapun perencanaan 

telah dibuat secara baik, akan tetapi jika tidak dibarengi dengan pengawasan, 

maka hasil yang akan diperoleh kurang maksimal. Oleh karena itu pengawasan 

memegang peranan yang sangat penting guna mengontrol kinerja aparat 

pelaksana agar setiap pelaksanaan pekerjaan tidak menyimpang dari program 

yang telah ditentukan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau 

ketentuan-ketentuan yang telah dibakukan.  

 

B. DASAR PELAKSANAAN PENGAWASAN 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang 

Kekuasaan Kehakiman; 

2. Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 

Tentang Mahkamah Agung RI; 

3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses 

Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan 

Badan Peradilan yang berada di bawahnya; 

4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara 

Penyelesaian Gugatan Sederhana; 

5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur 

Mediasi di Pengadilan; 

6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan 

Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di 

bawahnya; 
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7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan 

dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan 

Badan Peradilan di bawahnya; 

8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman 

Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan 

Badan Peradilan yang berada di bawahnya; 

9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan 

Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 7 Tahun 2015 Tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan; 

10. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1993 Tentang 

Pembinaan Dan Pengawasan Organisasi Dan Tata Kerja Serta Pejabat 

Kepaniteraan Pengadilan; 

11. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2008 Tentang 

Pemungutan Biaya Perkara; 

12. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang 

Penanganan Bantuan Panggilan / Pemberitahuan; 

13. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku I dan Buku 

II (Edisi Revisi, 2007) Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian 

Administrasi; 

14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 080/KMA/SK/VIII/2006 

Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga 

Peradilan; 

15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 

Tentang Pemberlakuan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di 

Lingkungan Badan-Badan Peradilan; 

16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 

tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan; 

17. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang 

Standar Pelayanan Peradilan; 

18. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2013 tentang 

Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Belanja Negara di 

Lingkungan MA dan Badan Peradilan Dibawahnya; 
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19. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kudus Nomor 1050/KPA.W11-

A16/PW1.1.1/VII/2025 tanggal 01 Juli 2025 tentang Penetapan Susunan Tim 

Pemeriksa Pengawasan Reguler; 

 

C.  RUANG LINGKUP PENGAWASAN 

 Ruang Lingkup Pengawasan di Pengadilan Agama Kudus sebagai berikut:  

1. Bidang Manajemen Peradilan. 

2. Bidang Administrasi Perkara. 

3. Bidang Administrasi Persidangan. 

4. Bidang Administrasi Kesekretariatan. 

5. Bidang Manajemen Pengaduan Dan Kinerja Pelayanan Publik. 

 

D.  MAKSUD DAN TUJUAN PENGAWASAN 

Pengawasan yang dilakukan dengan maksud dan tujuan:  

1. Menjaga terselenggaranya manajemen peradilan yang baik dan benar. 

2. Meningkatkan kinerja pelayanan publik. 

3. Menjaga terwujudnya tertib administrasi peradilan. 

4. Menjaga terwujudnya tertib administrasi persidangan. 

5. Menjaga terwujudnya tertib administrasi umum dan keuangan. 

6. Menjaga terwujudnya tertib administrasi kepegawaian dan organisasi tata 

laksana. 

7. Menjaga terwujudnya tertib administrasi perencanaan, teknologi informasi 

dan Pelaporan. 

 

E.  METODOLOGI PENGAWASAN  

Pengawasan dilakukan dengan cara:  

1. Pemeriksaan dokumen. 

2. Wawancara. 

3. Konfirmasi. 

4. Observasi. 

5. Pemeriksaan lapangan seperti stock opname dan cek fisik. 
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F. WAKTU PELAKSANAAN PENGAWASAN  

Pengawasan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 08 Desember 2025 

sampai dengan Jumat, 12 Desember 2025 bertempat di Pengadilan Agama 

Kudus. Pengawasan dilaksanakan pada bagian Kepaniteraan, Kesekretariatan 

dan sektor pelayanan publik.  

 

G. SUSUNAN PELAKSANA HAKIM PENGAWAS BIDANG  

Pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang yang 

susunannya sebagai berikut : 

1. Rohayatun, S.H.I., M.H. (Koordinator Pengawas Bidang) 

2. Drs. Noor Shofa, S.H., M.H. (Hakim Pengawas Bidang Manajemen 

Peradilan) 

3. Riski Lutfia Fajrin, S.H.I., M.H., dan Ana Latifatuz Zahro, S.H., M.H. (Hakim 

Pengawas Bidang Administrasi Perkara) 

4. Mohammad Imaduddin, S.Sy., M.H. (Hakim Pengawas Bidang Administrasi 

Persidangan) 

5. Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I. (Hakim Pengawas Bidang Administrasi 

Kesekretariatan) 

6. Achmad Sutiyono, S.H.I., M.H. (Hakim Pengawas Bidang Manajemen 

Pengaduan dan Kinerja Pelayanan Publik) 
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BAB II 

HASIL PENGAWASAN 

 

 Berdasarkan hasil pelaksanaan pengawasan pada masing-masing bidang, 

maka ditemukan hal-hal sebagai berikut:  

1. Bidang Pengawasan Manajemen Peradilan 

Kondisi 

Notulen belum disahkan oleh pimpinan 

Kriteria 

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/ SK/VII/2007 tanggal 

29 Agustus 2007 tentang Memberlakukan Buku IV tentang pedoman 

pelaksanaan pengawasan di lingkungan badan-badan peradilan / Buku IV 

Tata Laksana Pengawasan Peradilan, Edisi 2007, Sub Bab Pengawasan dan 

Pembinaan, hal. 5 

Sebab 

Notulis belum memahami aturan terkait dengan notulensi 

Akibat 

Hasil rapat belum mendapat pengesahan dari pimpinan 

Rekomendasi 

Agar notulen hasil rapat bulan-bulan berikutnya dimintakan pengesahan 

kepada pimpinan. 

2. Bidang Pengawasan Administrasi Perkara 

Kondisi 

Pengelolaan arsip perkara belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

Kriteria 

1. Pasal 121 ayat (4) HIR/145 ayat (4) RBG.  
2. Pasal 101 UU Nomor 7 tahun 1989.  
3. SK KMA No. KMA 01/SK/I/1991, tentang Pola Bindalmin. 
4. SK KMA No. KMA /32/SK/IV/2006 (Buku II Edisi 2013) Angka I, huruf A, 

angka 9. 

Sebab 

Ada beberapa boks arsip perkara yang belum diberi keterangan daftar isian 

boks arsip perkara 
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Akibat 

Tidak dapat dipastikan kelengkapan dan kerapian berkas arsip perkara 

sehingga akses berkas arsip perkara yang dibutuhkan sulit untuk diakses. 

Rekomendasi 

Segera dibuatkan daftar isi boks arsip perkara. 

3. Bidang Pengawasan Administrasi Persidangan 

Kondisi 

Persiapan persidangan secara elektronik belum sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku  

Kriteria 

PERMA Nomor 1 Tahun 2019, Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung, yang 

diubah/diperbarui dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 yang mengatur 

secara spesifik kewajiban membuat court calendar untuk persidangan 

elektronik, yang dibagi menjadi dua tahap: tahap jawab-menjawab (jawaban, 

replik, duplik) dan tahap pembuktian hingga putusan. Juncto Keputusan Ketua 

Mahkamah Agung (KMA) Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 yang Memberikan 

petunjuk teknis pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan secara 

elektronik untuk Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara, termasuk 

prosedur pembuatan court calendar. 

Sebab 

Court calendar belum diisi 

Akibat 

Jadwal sidang belum terpantau di e-court 

Rekomendasi 

Mengisi court calendar 

4. Bidang Pengawasan Administrasi Kesekertariatan 

Kondisi 

Masih ditemukan pada jam kerja Pegawai Pengadilan Agama Kudus tidak 

memakai atribut sesuai dengan pedoman pelaksanaan Pakaiana Dinas Bagi 

Aparatur Sipil Negara, dalam menjalankan Tugas. 

Kriteria 

Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 

588/SEK/SK/VI/2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pakaian Dinas Bagi 
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Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan 

yang berada di bawahnya. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor 033/SK/V/2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan 

Penggunaan Stempel, Logo, Papan Nama, Pakaian Dinas dan Bendera 

Pengadilan Dalam Rangka Satu Atap Di Bawah Mahkamah Agung RI 

Sebab 

kurang memahami akan peraturan yang ada 

Akibat 

tidak terlaksananya disiplin kerja sebagaimana ketentuan dalam SK KMA 

tersebut 

Rekomendasi 

pembinaan dan pengawasan secara berkala terhadap kewajiban 

menggunakan kelengkapan pakaian dinas beserta atributnya. 

5. Bidang Pengawasan Manajemen Pengaduan Dan Kinerja Pelayanan Publik 

Kondisi 

Belum tersedia maklumat pelayanan yang diletakkan pada meja informasi 

Kriteria 

Lampiran I. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-

144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di 

Pengadilan; 

Sebab 

Sebelumnya sudah ada Maklumat Pelayanan di Pengadilan Agama Kudus, 

namun Maklumat Pelayanan tersebut belum di cetak dan di tempatkan di Meja 

Informasi karena Tim PPID tidak mengetahui bahwa Maklumat Pelayanan 

tersebut harus juga ditempatkan di meja informasi atau paling tidak di PTSP 

Akibat 

maklumat pelayanan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Rekomendasi 

segera mencetak maklumat pelayanan dan menempatkan di meja informasi 

atau di PTSP agar masyarakat mengetahui dadanya maklumat pelayanan 

tersebut.  
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BAB III  

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI  

 

A. Kesimpulan 

Bahwa pengelolaan administrasi persidangan, administrasi perkara, 

administrasi umum dan keuangan, administrasi kepegawaian dan organisasi tata 

laksana, administrasi perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan, 

Manajemen Peradilan, Kinerja dan Pelayanan Publik telah berjalan dengan baik. 

Namun demikian ada beberapa kekurangan yang masih ditemukan di Pengadilan 

Agama Kudus. Meskipun demikian, jajaran Pimpinan, Hakim dan seluruh Aparatur 

Sipil Negara Pengadilan Agama Kudus saat ini telah berkomitmen untuk 

melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut secara maksimal di semua lini 

agar tetap berjalan lancar sebagaimana mestinya.  

 

B. Rekomendasi 

Diharapkan kepada pejabat-pejabat terkait untuk dapat menindaklanjuti 

temuan hasil pemeriksaan seperti tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan 

selambat-lambatnya sebagaimana termuat dalam kolom kontrak kinerja masing-

masing temuan hawasbid dimaksud, dan diupayakan adanya proses perbaikan 

untuk dapat penyempurnaannya sehingga roda lembaga Pengadilan Agama 

Kudus terus berjalan secara optimal untuk mewujudkan peradilan yang agung dan 

memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.  

 

Kudus, 31 Desember 2025 

Koordinator Pengawas Bidang 

Wakil Ketua PA.Kudus 

 

 

 

Rohayatun, S.H.I., M.H.        
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LAMPIRAN 

1. Surat Perintah Pelaksanaan Pengawasan 

 

 MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA 

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG 
PENGADILAN AGAMA KUDUS 

Jl. Raya Kudus – Pati KM.4, Ds. Dersalam Kec. Bae, Kabupaten Kudus, Jawa 
Tengah 59321 

Telp. (0291) 438385 www.pa-kudus.go.id, infopakudus@yahoo.com 

 
SURAT TUGAS 

Nomor: 1917/KPA.W11-A16/KP7.1/XII/2025 

 

Menimbang  :  Bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Surat Keputusan Ketua 

Pengadilan Agama Kudus Nomor 1050/KPA.W11-

A16/PW1.1.1/VII/2025 tentang Penetapan Susunan Tim Pemeriksa 

Pengawasan Reguler, perlu menerbitkan surat tugas pemeriksaan 

reguler;   

Dasar  :  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman;  

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 

tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah beberapa 

kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 

Tahun 2009;  

3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Pengawasan Di Lingkungan Lembaga Peradilan;  

4. Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkmah Agung 

Republik Indonesia Nomor: 33/BP/SK/II/2023 tentang Pedoman 

Pemeriksaan Reguler. 

MENUGASKAN 

No  Hawasbid  Jenis Bidang  

1 Drs. Noor Shofa, S.H., M.H.  
196606171991031002 
Hakim 

Bidang Manajemen Peradilan 

2 Ana Latifatuz Zahro, S.H., M.H 
199411102017122002 
Hakim 
 

Bidang Administrasi Perkara 

http://www.pa-kudus.go.id/
mailto:infopakudus@yahoo.com
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No  Hawasbid  Jenis Bidang  

Riski Lutfia Fajrin, S.H.I., M.H.,  
198906122017122001 
Hakim  

3 Mohammad Imaduddin, S.Sy., M.H. 
199109212017121002 
Hakim 

Bidang Administrasi 
Persidangan 

4 Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I. 
198704102011012025 
Hakim 

Bidang Administrasi 
Kesekretariatan 

5 Achmad Sutiyono, S.H.I., M.H. 
198707042017121002 

Bidang Manajemen Pengaduan 
Dan Kinerja Pelayanan Publik 

 

Untuk  :  1. Melaksanakan Pengawasan Bidang sesuai dengan SK Nomor 
1050/KPA.W11-A16/PW1.1.1/VII/2025 tanggal 1 Juli 2025, 
tentang Penetapan Susunan Tim Pemeriksa Pengawasan 
Reguler;  

2. Ruang lingkup Pemeriksaan Reguler dimaksud meliputi 

Manajemen Peradilan dan Kinerja Pelayanan Publik, 

Administrasi Perkara, Administrasi Persidangan, dan 

Administrasi Umum.  

3. Jangka waktu pelaksanaan tugas selama 7 (tujuh) hari, mulai 

tanggal Senin, 08 Desember 2025 sampai dengan Jumat, 12 

Desember 2025.  

4. Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkmah Agung 

Republik Indonesia Nomor 33/BP/SK/II/2023 tentang Pedoman 

Pemeriksaan Reguler. 

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. 

 

   

Kudus, 05 Desember 2025      

KetuaPengadilan Agama Kudus 

 

 

 

Siti Alosh farchaty 
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2. Laporan Hakim Pengawas Bidang 

 

HASIL PENGAWASAN HAKIM PENGAWAS BIDANG MANAJEMEN PERADILAN 
PENGADILAN AGAMA KUDUS  

TAHUN 2025 

No Kondisi Kriteria Sebab Akibat Rekomendasi 

1 Notulen belum disahkan 
oleh pimpinan 

Keputusan Ketua Mahkamah 
Agung RI Nomor 145/KMA/ 
SK/VII/2007 tanggal 29 Agustus 
2007 tentang Memberlakukan 
Buku IV tentang pedoman 
pelaksanaan pengawasan di 
lingkungan badan-badan 
peradilan / Buku IV Tata Laksana 
Pengawasan Peradilan, Edisi 
2007, Sub Bab Pengawasan dan 
Pembinaan, hal. 5. 

Notulis belum 
memahami 
aturan terkait 
dengan 
notulensi 

Hasil rapat belum 
mendapat 
pengesahan dari 
pimpinan. 

Agar notulen hasil 
rapat bulan-bulan 
berikutnya 
dimintakan 
pengesahan 
kepada pimpinan. 

 

 

                    Kudus, ……… Desember 2025 
Yang diperiksa                                           Pemeriksa 

Panitera PA.Kudus     Hakim Pengawas 

     Administrasi Persidangan 

  

Mahmudi, S.Ag          Drs. Noor Shofa, S.H., M.H. 
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LAPORAN HAKIM PENGAWAS BIDANG 
ADMINISTRASI PERKARA 

PENGADILAN AGAMA KUDUS 
TAHUN 2025 

 

NO. KONDISI KRITERIA SEBAB AKIBAT REKOMENDASI 

1. Pengelolaan arsip 

perkara belum 

sesuai dengan 

ketentuan yang 

berlaku. 

1. Pasal 121 ayat (4) HIR/145 ayat (4) 
RBG.  

2. Pasal 101 UU Nomor 7 tahun 
1989.  

3. SK KMA No. KMA 01/SK/I/1991, 
tentang Pola Bindalmin. 

4. SK KMA No. KMA /32/SK/IV/2006 
(Buku II Edisi 2013) Angka I, huruf 
A, angka 9. 

Ada beberapa boks 

arsip perkara yang 

belum diberi 

keterangan daftar 

isian boks arsip 

perkara. 

Tidak dapat dipastikan 

kelengkapan dan kerapian 

berkas arsip perkara 

sehingga akses berkas 

arsip perkara yang 

dibutuhkan sulit untuk 

diakses. 

Segera dibuatkan 

daftar isi boks arsip 

perkara. 

 

Kudus, 22 Desember 2025  

Pemeriksa, 

Hakim Pengawas Bidang I 
 
 
 

Riski Lufia Fajrin, S.H.I, M.H. 

Hakim Pengawas Bidang II 
 
 
 

Ana Latifatuz Zahro, S.H., M.H. 
Yang diperiksa, 

Panitera PA Kudus 
 
 
 

Mahmudi, S.Ag. 
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LAPORAN HAKIM PENGAWAS BIDANG 

ADMINISTRASI PERSIDANGAN 

PENGADILAN AGAMA KUDUS 

No. Kondisi Kriteria Sebab Akibat Rekomendasi 

1. Persiapan persidangan 

secara elektronik 

belum sesuai dengan 

ketentuan yang 

berlaku 

PERMA Nomor 1 Tahun 2019, Pasal 21 Peraturan 

Mahkamah Agung, yang diubah/diperbarui dengan PERMA 

Nomor 7 Tahun 2022 yang mengatur secara spesifik 

kewajiban membuat court calendar untuk persidangan 

elektronik, yang dibagi menjadi dua tahap: tahap jawab-

menjawab (jawaban, replik, duplik) dan tahap pembuktian 

hingga putusan. Juncto Keputusan Ketua Mahkamah Agung 

(KMA) Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 yang Memberikan 

petunjuk teknis pelaksanaan administrasi perkara dan 

persidangan secara elektronik untuk Perdata, Perdata 

Agama, dan Tata Usaha Negara, termasuk prosedur 

pembuatan court calendar. 
 

court 

calendar 

belum diisi 

jadwal sidang 

belum 

terpantau di 

e-court 

mengisi court 

calendar 

 

                     Kudus,11 Desember 2025 
Yang diperiksa                                               Pemeriksa 

 Panitera PA.Kudus              Hakim Pengawas Administrasi Persidangan 

                

 

        Mahmudi, S.Ag         Mohammad Imaduddin,S.Sy., M.H.,
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LAPORAN HAKIM PENGAWAS BIDANG 

ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN 

PENGADILAN AGAMA KUDUS 

No. Kondisi Kriteria Sebab Akibat Rekomendasi 

1. Masih ditemukan pada jam 

kerja Pegawai Pengadilan 

Agama Kudus tidak 

memakai atribut sesuai 

dengan pedoman 

pelaksanaan Pakaiana 

Dinas Bagi Aparatur Sipil 

Negara, dalam 

menjalankan Tugas. 

Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah 

Agung Republik Indonesia Nomor 

588/SEK/SK/VI/2021 Tentang Pedoman 

Pelaksanaan Pakaian Dinas Bagi 

Aparatur Sipil Negara di Lingkungan 

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan 

yang berada di bawahnya. Surat 

Keputusan Ketua Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor 033/SK/V/2004 

Tentang Pedoman Pelaksanaan 

Penggunaan Stempel, Logo, Papan 

Nama, Pakaian Dinas dan Bendera 

Pengadilan Dalam Rangka Satu Atap Di 

Bawah Mahkamah Agung RI. 

kurang 

memahami 

akan 

peraturan 

yang ada 

tidak 

terlaksananya 

disiplin kerja 

sebagaimana 

ketentuan dalam 

SK KMA tersebut; 

pembinaan dan 

pengawasan secara 

berkala terhadap 

kewajiban 

menggunakan 

kelengkapan pakaian 

dinas beserta 

atributnya.  

                     
Kudus, ….. Desember 2025 

                                           Pemeriksa 

Yang diperiksa     Hakim Pengawas Bidang 

Sekertaris PA.Kudus     Administrasi Kesekretariatan 

 

Moh. Asfaroni, S.H.I. Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I. 
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LAPORAN HAKIM PENGAWAS BIDANG 

MANAJEMEN PENGADUAN DAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK 

PENGADILAN AGAMA KUDUS 

No. Kondisi Kriteria Sebab Akibat Rekomendasi 

1. Belum tersedia 

maklumat 

pelayanan 

yang 

diletakkan 

pada meja 

informasi 

1. Lampiran I. Surat Keputusan 
Ketua Mahkamah Agung RI 
Nomor 2-
144/KMA/SK/VIII/2022 
tentang Standar Pelayanan 
Informasi Publik di 
Pengadilan, 

sebelumnya sudah ada Maklumat 

Pelayanan di Pengadilan Agama 

Kudus, namun Maklumat 

Pelayanan tersebut belum di 

cetak dan di tempatkan di Meja 

Informasi karena Tim PPID tidak 

mengetahui bahwa Maklumat 

Pelayanan tersebut harus juga 

ditempatkan di meja informasi 

atau paling tidak di PTSP 

maklumat 

pelayanan 

belum sesuai 

dengan 

ketentuan 

yang berlaku 

segera mencetak 

maklumat pelayanan dan 

menempatkan di meja 

informasi atau di PTSP 

agar masyarakat 

mengetahui dadanya 

maklumat pelayanan 

tersebut 

 
 
Kudus, … Desember 2025 

                               Pemeriksa 

  Yang diperiksa Hakim Pengawas Bidang 

Sekertaris PA. Kudus Manajemen Pengaduan Dan Kinerja Pelayanan Publik 
 

 

      Moh. Asfaroni, S.H.I        Achmad Sutiyono, S.H.I., M.H. 

Nip. 198707042017121002       Nip. 198707042017121002 
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MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA 

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG 
Pengadilan Agama Kudus 

Jl. Raya Kudus-Pati KM. 4 Kudus   
SITUS: http://www.pa-kudus.go.id/ SUREL infopakudus@yahoo.com  

KONTRAK KINERJA HASIL PEMERIKSAAN 

Dalam rangka memenuhi hasil pemeriksaan, kami yang bertanda tangan di 

bawah ini: 

Nama : Mahmudi, S.Ag. 

NIP : 197212172001121002 

Jabatan :  Panitera Pengadilan Agama Kudus 

Nama :  Moh Asfaroni, S.H.I  

NIP : 197806182003121001 

Jabatan : Sekertaris Pengadilan Agama Kudus 

Selanjutnya disebut Pihak Pertama. 

Nama :  Rohayatun, S.H.I., M.H. 

NIP :  198211082007042001 

Jabatan :  Wakil Ketua Pengadilan Agama Kudus 

Selaku Pemeriksa Pihak Pertama yang selanjutnya disebut Pihak Kedua. 

Pihak Pertama berjanji akan memenuhi perintah tindak lanjut hasil 

pemeriksaan dari tanggal ……….. Desember 2025 dan selambat-lambatnya tanggal 

.... Desember 2025. 

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan 

melakukan evaluasi terhadap kinerja dari kontrak ini dan mengambil tindakan yang 

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan atau sanksi. 

Demikian kontrak kinerja ini dibuat untuk dilaksanakan dan dipergunakan 

sebagaimana mestinya. 

 

Pihak Kedua, 

 

Rohayatun, S.H.I., M.H. 

Kudus, --- Desember 2025 

Pihak Pertama, 

 

Mahmudi, S.Ag. 
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Moh Asfaroni, S.H.I 

 



 

 

 



 

LAPORAN TINDAK LANJUT 

 HASIL PENGAWASAN BIDANG 

TRIWULAN IV TAHUN 2025 

(Oktober – Desember 2025) 

 

 

 

OLEH 

PENGADILAN AGAMA KUDUS 

2025 



 

                                          KATA PENGANTAR 

 

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat 

dan hidayahNya kami dapat menyelesaikan Laporan Tindaklanjut hasil 

pengawasan Bidang dari Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid) Pengadilan 

Agama Kudus. 

Perlu kami sampaikan bahwa hasil pengawasan yang disampaikan 

kepada kami telah kami tindaklanjuti sesuai dengan tata peraturan yang ada, 

hampir seluruh rekomendasi telah kami tindaklanjuti, namun demikian kami yakin 

masih banyak yang perlu kami sempurnakan dalam upaya meningkatkan kinerja 

kami dalam memberikan pelayanan yang lebih bermutu kepada masyarakat. 

Mudah mudahan, penyajian laporan tindaklanjut hasil pengawasan ini 

diharapkan menjadi cermin bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja 

organisasi kita agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi 

tanggung jawab kita secara lebih produktif, efektif dan efisien dan bermanfaat 

bagi masyarakat pencari keadilan. 

Akhirnya dengan mengharap pertolongan Allah SWT semoga laporan 

hasil tindaklanjut ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam meningkatkan 

pelayanan kita kepada  masyarakat. 

 

Kudus, 31 Desember 2025 

Ketua PA.Kudus 

 

 

Siti Alosh Farchaty, S.H.I., M.H. 

NIP. 198204062006042004       

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LEMBAR TINDAK LANJUT 

HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG 

HAKIM PENGAWAS BIDANG PENGADILAN AGAMA KUDUS 

 

A. DASAR HUKUM 

- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kudus Nomor 1050/KPA.W11-

A16/PW1.1.1/VII/2025 tanggal 01 Juli 2025 tentang Penetapan Susunan Tim 

Pemeriksa Pengawasan Reguler; 

- Surat Tugas Ketua Pengadilan Agama Kudus Nomor: : 1917/KPA.W11-

A16/KP7.1/XII/2025 tanggal 5 Desember 2025 tentang penugasan hakim 

pengawas bidang untuk melakukan pengawasan triwulan IV tahun 2025 di 

Pengadilan Agama Kudus; 

 

B. OBJEK PEMERIKSAAN 

1. Manajemen Peradilan 

2. Administrasi Perkara 

3. Administrasi Persidangan 

4. Administrasi Kesekretariatan 

5. Manajemen Pengaduan Dan Kinerja Pelayanan Publik 

 

C. TEMUAN - TEMUAN 

1. Bidang Pengawasan Manajemen Peradilan 

Kondisi 

Notulen belum disahkan oleh pimpinan 

Kriteria 

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/ SK/VII/2007 tanggal 

29 Agustus 2007 tentang Memberlakukan Buku IV tentang pedoman 

pelaksanaan pengawasan di lingkungan badan-badan peradilan / Buku IV 

Tata Laksana Pengawasan Peradilan, Edisi 2007, Sub Bab Pengawasan dan 

Pembinaan, hal. 5 

Sebab 

Notulis belum memahami aturan terkait dengan notulensi 

Akibat 

Hasil rapat belum mendapat pengesahan dari pimpinan 



 

Rekomendasi 

Agar notulen hasil rapat bulan-bulan berikutnya dimintakan pengesahan 

kepada pimpinan. 

2. Bidang Pengawasan Administrasi Perkara 

Kondisi 

Pengelolaan arsip perkara belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

Kriteria 

1. Pasal 121 ayat (4) HIR/145 ayat (4) RBG.  
2. Pasal 101 UU Nomor 7 tahun 1989.  
3. SK KMA No. KMA 01/SK/I/1991, tentang Pola Bindalmin. 
4. SK KMA No. KMA /32/SK/IV/2006 (Buku II Edisi 2013) Angka I, huruf A, 

angka 9. 

Sebab 

Ada beberapa boks arsip perkara yang belum diberi keterangan daftar isian 

boks arsip perkara 

Akibat 

Tidak dapat dipastikan kelengkapan dan kerapian berkas arsip perkara 

sehingga akses berkas arsip perkara yang dibutuhkan sulit untuk diakses. 

Rekomendasi 

Segera dibuatkan daftar isi boks arsip perkara 

3. Bidang Pengawasan Administrasi Persidangan 

Kondisi 

Persiapan persidangan secara elektronik belum sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku  

Kriteria 

PERMA Nomor 1 Tahun 2019, Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung, yang 

diubah/diperbarui dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 yang mengatur 

secara spesifik kewajiban membuat court calendar untuk persidangan 

elektronik, yang dibagi menjadi dua tahap: tahap jawab-menjawab (jawaban, 

replik, duplik) dan tahap pembuktian hingga putusan. Juncto Keputusan Ketua 

Mahkamah Agung (KMA) Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 yang Memberikan 

petunjuk teknis pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan secara 

elektronik untuk Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara, termasuk 

prosedur pembuatan court calendar. 



 

Sebab 

Court calendar belum diisi 

Akibat 

Jadwal sidang belum terpantau di e-court 

Rekomendasi 

Mengisi court calendar 

4. Bidang Pengawasan Administrasi Kesekertariatan 

Kondisi 

Masih ditemukan pada jam kerja Pegawai Pengadilan Agama Kudus tidak 

memakai atribut sesuai dengan pedoman pelaksanaan Pakaiana Dinas Bagi 

Aparatur Sipil Negara, dalam menjalankan Tugas. 

Kriteria 

Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 

588/SEK/SK/VI/2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pakaian Dinas Bagi 

Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan 

yang berada di bawahnya. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor 033/SK/V/2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan 

Penggunaan Stempel, Logo, Papan Nama, Pakaian Dinas dan Bendera 

Pengadilan Dalam Rangka Satu Atap Di Bawah Mahkamah Agung RI 

Sebab 

kurang memahami akan peraturan yang ada 

Akibat 

tidak terlaksananya disiplin kerja sebagaimana ketentuan dalam SK KMA 

tersebut 

Rekomendasi 

pembinaan dan pengawasan secara berkala terhadap kewajiban 

menggunakan kelengkapan pakaian dinas beserta atributnya. 

5. Bidang Pengawasan Manajemen Pengaduan Dan Kinerja Pelayanan 

Publik 

Kondisi 

Belum tersedia maklumat pelayanan yang diletakkan pada meja informasi 

Kriteria 



 

Lampiran I. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-

144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di 

Pengadilan; 

Sebab 

Sebelumnya sudah ada Maklumat Pelayanan di Pengadilan Agama Kudus, 

namun Maklumat Pelayanan tersebut belum di cetak dan di tempatkan di Meja 

Informasi karena Tim PPID tidak mengetahui bahwa Maklumat Pelayanan 

tersebut harus juga ditempatkan di meja informasi atau paling tidak di PTSP 

Akibat 

maklumat pelayanan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Rekomendasi 

segera mencetak maklumat pelayanan dan menempatkan di meja informasi 

atau di PTSP agar masyarakat mengetahui dadanya maklumat pelayanan 

tersebut. 

 

TANGGAPAN OBJEK PEMERIKSAAN 

Berdasarkan rekomendasi dari hasil temuan Tim Pengawas Bidang Pada 

Pengadilan Agama Kudus, maka kami sudah menindaklanjuti temuan-temuan 

tersebut.  

Kudus, 31 Desember 2025 

Koordinator Pengawas Bidang 

Wakil Ketua PA.Kudus 

 

 

 

Rohayatun, S.H.I., M.H.   

NIP. 198211082007042001      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Lampiran Tindak Lanjut 
 

Lampiran 1. Notulen belum disahkan oleh pimpinan 

Before 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

After 

 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 2. Pengelolaan arsip perkara belum sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku.  

Before 

 

 

 

 

 

 

After 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 3. Persiapan persidangan secara elektronik belum sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku 

Before 

 

After 

 



 

 



 

Lampiran 4. Masih ditemukan pada jam kerja Pegawai Pengadilan Agama 

Kudus tidak memakai atribut sesuai dengan pedoman 

pelaksanaan Pakaiana Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara, dalam 

menjalankan Tugas 

Before 

 

After 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 5. Belum tersedia maklumat pelayanan yang diletakkan pada 

meja informasi 

 

 

Before 

 

 

After 

 



 



 

 

 


